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DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun

2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1)

Bahwa dalam Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada
halaman 5 sampai dengan halaman 10 (Pokok Permochonan/Posita) dan
halaman 10 sampai dengan halaman 13 (Petitum) Pemohon pada
pokoknya adalah mengenai jumiah perbedaan peroiehan suara Pemchon
dari Model DD1-DPD dengan Rekap C1-TPS dan selanjutnya memohon
kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU untuk
melakukan penghitungan ulang pada tingkat TPS pada Kabupaten
Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Barat dan Kabupaten
Kepulauan Morotai Provinsi Maluku Utara.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Posita dan Petitum
Permohonan Pemohon mengenai penghitungan ulang tersebut,
dikarenakan berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (“UU PEMILU"”), Mahkamah
Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara
dalam hal terjadi perselisihan penetapan suara hasil Pemilu anggota DPD
secara nasional dan bukan mengenai penghitungan suara ulang. Lebih
jauh petitum pada angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tidak sesuaiftidak mengikuti
pedoman PMK No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait,
dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Presiden dan Wakil
Presiden. Hal ini dapat terlihat secara jelas dalam Petitum yang

dimohonkan Pemohon yaitu sebagai berikut :




Petitum Pemohon Anghka 4

“Menetapkan Ir. Tjatur Sapto Edy, M.T. sebagai Anggota DPD RI
TERPILIH Daerah Pemithan Provinsi Maluku Utara Pemilu Tahun 2019”
Petitum Pemohon Angka 5

“Mengurangi jumlah perolehan suara masing-masing Calon Anggota DPD

RI daerah pemilihan Provinsi Maluku Utara yaitu,

5.1

52

53

54.

5.5.

Calon nomor urut 32 Atas Nama Ir. NAMTO ROBA, S.H. semula
44.608 Menjadi 39.929 Suara

Calon nomor urut 24 Atas Nama CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si.
semula 42.158 Menjadi 40.572 Suara

Calon nomor urut 40 Atas Nama Hj. SURIATI ARMAIYN semula
40.998 Menjadi 40.230 Suara

Calon nomor urut 30 Atas Nama MATHEUS STEFI PASIMANJEKU,
S.H. semula 36.461 Menjadi 31.116 Suara

Calon nomor urut 27 Atas Nama IKBAL Hi. DJABID. S.E., M.M.
semula 33.180 Menjadi 29.840 Suara

Petitum Pemohon Angka 6

“Menetapkan susunan perolehan suara terbesar ke-1 (satu) sampai

dengan ke-7 yaitu masing-masing;

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Calon nomor 26 Atas Nama HUSAIN ALTIN SJAH, S.E., M.Si
dengan perolehan 140.316 suara.

Calon nomor 41 Atas Nama IR. TIATUR SAPTQ EDY, M.T. dengan
perolehan 42.593 suara.

Calon nomor 24 Atas Nama CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si dengan
perolehan 40.572 suara.

Calon nomor 40 Atas Nama Hj. SURIATI ARMAIYN dengan
perolehan 40.230 suara

Calon nomor 32 Atas Nama Ir. NAMTO ROBA, S.H. dengan
perolehan 39.929 suara

Calon nomor 30 Atas Nama MATHEUS STEFI PASIMANJEKU, S.H.
dengan perolehan 31.116 suara




6.7. Calon nomor 27 Atas Nama IKBAL Hi. DJABID. S.E., M.M. dengan
perolehan 29.840 suara

Petitum Pemohon Angka 7

“‘Menetapkan masing-masing HUSAIN ALTIN SJAH, S.E., MSi, IR
TJATUR SAPTO EDY, M.T., CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si, dan Hj.
SURIATI ARMAIYN sebagai anggota DPD RI terpilih daerah pemilihan
Provinsi Maluku Utara Pemifu Tahun 2019.”

Petitum Pemohon Angka 8

‘Memerintahkan KPU untuk melakukan Penghitungan Ulang pada tingkat
TPS pada Kabupaten HALMAHERA UTARA, HALMAHERA TENGAH,
HALMAHERA BARAT, dan Kabupaten KEPULAUAN MOROQTAI Provinsi
MALUKU UTARA.”

Petitum Pemohon Angka 9

“Memerintahkan kepada Termohon dan Pihak Terkait untuk tunduk dan
menjalankan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak
putusan berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka
dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan
Pemohon pada halaman halaman 5 sampai dengan 10 (Pokok
Permohonan/Posita) dan halaman 10 sampai dengan 13 (Petitum)
seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan dan tidak dapat
diterima karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah
Konstitusi.

Bahwa UU PEMILU secara tegas dan limitatif telah mengatur tentang
Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang, sebagaimana

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :




Pasal 374 ayat (2) UU PEMILU menjelaskan sebagai berikut:

“Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai
berikut :

a. Kerusuhan yang mengakibatkan perbitungan suara tidak dapat
dilanjutkan;

b. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

¢. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang
kurang mendapat penerangan cahaya;

d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

f. Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak
dapat menyaksikan proses penghitungan suara jelas;

g. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu
yang telah ditentukan, dan/atau

h. Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan
surat suara yang tidak sah dengan jumiah pemilih yang menggunakan
hak pifih.”

Pasal 376 UU PEMILU menjelaskan sebagai berikut :

‘Rekapitulasi hasil penghitungan peolehan suara di PPK KPU
Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan
sebagai berikut :

a. Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
tidak dapat difanfutkan;

b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;

C. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang
terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;

d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang
kurang jelas;




e. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang
kurang jelas;

f. Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan pemantau Pemilu
tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara
secara jelas; dan/atau

9. Rekapitufasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar
tempat dan waku yang tefah ditentukan.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut,
maka Permchonan Pemohon untuk dilakukannya penghitungan suara
ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permochonan
tidak sesuai dengan ketentuan, seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya
dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) dengan

alasan-alasan sebagai berikut :

1)

2)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi
No. 3 Tahun 2018 (“PMK No. 3”) adapun objek dalam perkara PHPU
anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan
suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi
terpilihnya Pemohon, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasat 3
ayat (1), Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK No. 3 yang mengatur bahwa
Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai pokok
Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil
penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Bahwa faktanya dalam Permohonan a gquo halaman 5 sampai dengan
halaman 10, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci

mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh
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3

3)

4)

Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena
tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang
diajukan Pemohon seperti di TPS (Tempat Pemilihan Suara) mana, atau
Desa/Kelurahan mana, serta Kecamatan mana terjadinya kesalahan
Penghitungan suara. Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti
Formuiir Model DD-KPU, Model DD1-DPD dan C1 DPD tanpa
menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana
bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang

dilakukan Termohon.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan peraturan tentang
Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD sebagaimana diatur
dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2018 (“PMK
No. 6”), yang menyatakan sebagai berikut :

PMK No. 6 menjelaskan sebagai berikut :

“sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, jawaban termohon,
Keterangan Pihak terkaif, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24, 31, Pasal 35, dan Pasal 39 tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.”
Mengacu pada ketentuan tersebut artinya sistematika permohonan
Pemohon seharusnya dibuat dengan meyandingkan dan menjelaskan
perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan
Pemohon, baik berupa persandingan peroiehan suara di Desa,
Kecamatan, Kabupaten/Kota Provinsi maupun perolehan suara di seluruh
Kabupaten/Kota-Provinsi.

Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah total suara Pemohon melebihi dari
yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu berjumlah 42.863 suara dan
bukan sejumiah 32.315 suara. Lebih jauh Pemohon juga mendalilkan
bahwa seharusnya berdasarkan Rekap C1-TPS Kabupaten Halmahera
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Utara jumlah suara Pemohon sebanyak 12.170 suara dan bukan 1.651
suara sebagaimana yang ditetapkan Termohon, akan tetapi faktanya
dalam pokok Permochonan halaman 5 s/d halaman 10 (Posita
Permohonan) Pemohon tidak membuat persandingan perolehan suara
secara jelas dan terang dan terperinci dalam bentuk tabel, serta darimana
asal muasal jumlah suara versi penghitungan Pemohon tersebut,
sehingga mengakibatkan pokok permohonan Pemohon menjadi tidak jelas

(obscuur libel).

Bahwa selain itu, Pemohon juga telah salah menjumlahkan Rekapitulasi
Perhitungan Perolehan Suara menurut Pemohon di Kabupaten Halmahera
Utara (Lampiran Permohonan Halmahera Utara) yang menurut Pemohon
berjumlah 12.170 Suara yang berasal dari 17 (tujuh belas) Kecamatan,
namun setelah Termohon jumiahkan ternyata jumlahnya 12.222 Suara,

hal tersebut sebagaimana tabel uraian berikut :

PENGHITUNGAN
NO KECAMATAN PENGHITUNGAN SETELAH DI
PEMOHON JUMLAHKAN
TERMOHON
1 Galela 181 181
2 Tobelo 136 136
3 | Tobelo Selatan 63 63
4 Kao 1281 1281
5 Malifut 53 53
6 Loloda Utara 1187 1187
7 Tobelo Utara 134 134
8 | Tobelo Tengah 1338 1338
9 Tobelo Timur 7 7
10 | Tobelo Barat 864 864
11 Galela Barat 102 102
12 | Galela Utara 1465 1465




6)

7)

8)

13 | Galela Selatan 1798 1798
14 | Loloda Kepulauan 1329 1329
15 | Kecamatan Kao Utara 1015 1015
16 | Kecamatan Kao Barat 1222 1222
17 | Kecamatan Kao Teluk 47 47
12.170 12.222

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, Jumiah Perhitungan Pemohon
di Kabupaten Halmahera Utara sangatlah berbeda, sehingga dalil
Permohonan Pemohon yang menyatakan Suara Pemohon sebanyak
12.170 Suara tidaklah benar dan seharusnya sejumlah 12.222 Suara

sehingga mengakibatkan Pokok Permohonan Pemohon menjadi tidak
jelas (obscuur libef).

Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa hasil rekapitulasi C1 DPD
(TPS) pada Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah
dan Kabupaten Kepulauan Morotai mempunyai perbedaan yang sangat
signifikan (halaman 6 Permohonan), namun Pemohon dalam
Permohonannya juga tidak dapat membuat persandingan perolehan suara
terkait perbedaan data tersebut dengan jelas, terang dan rinci dalam
bentuk tabel.

Bahwa Pemohon mendalilkan Calon-Calon Anggota DPD lain atas nama
Ir. Namto Roba, SH, Chaidir Djafar, SE., M.Si, Hj. Suriati Armaiyn,
Matheus Dtefi Pasimanjeku, SH dan Ikbal Hi. Djabid, SE., MM haruslah
berkurang karena tidak sesuai dengan C1 DPD (TPS) (halaman 7
Permohonan), namun Pemohon juga dalam Permohonannya tidak dapat
menjelaskan alasan-alasan yang logis kenapa perolehan suara Calon
Anggota DPD lainnya berkurang serta menyajikan persandingan data

yang jelas, terang dan terperinci terkait dengan pengurangan perolehan

suara tersebut.




9) Bahwa Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada uraian-uraian dan
ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka dalil-dali Pemohon
sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan a quo tidak jelas dan kabur
(obscuur fibel), dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

1.3. PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI SYARAT PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 3 TAHUN 2018 DAN PERATURAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2018

1) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a PMK No. 3 dan Pasal 25 ayat
(2) PMK No. 6 secara tegas telah mengatur mengenai identitas kuasa
hukum vyang harus dicantumkan secara jelas dalam Permohonan

Pemohon, yaitu sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) huruf a PMK No. 3 menjelaskan :

‘Permohonan sebagaimana dimaksud dafam Pasal 6 memuat :

a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat
elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta Nomor Induk
Keendudukan (NIK} sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu
fanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum,

Pasal 25 ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2018

“Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon
Jjuga memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup:

a. Nama;

b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP)/Kartu anggota advokat yang masih berlaku,

c. Alamat;
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2)

3)

d. Nomor telepon kantor dan seluler; dan
e. Alamat surat elektronil (email)

Bahwa faktanya permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak
memuat identitas kuasa hukum yang jelas, dimana kuasa hukum
Pemohon yakni Syamsir, S.H.,, M.H., Ibnu Abas Ali, S.H., M.H., Muh.
Imam Taufiq R., S.H., Ikhwan, S.H. tidak memuat/mencantumkan identitas
kuasa hukum berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan
Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu anggota advokat yang masih berlaku.
Dengan demikian karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak
memuat identitas kuasa hukum berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK)
sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu anggota advokat yang
masih berfaku, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi syarat
yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a PMK No.
3 dan Pasal 25 ayat (2) PMK No. 8, Oleh karenanya Permohonan
Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat
diterima.

Bahwa lebih jauh ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK No. 3 secara tegas
menyatakan bahwa dalam hal Permohonan dikuasakan kepada kuasa
hukum, Permoheonan ditandatangani oleh kuasa hukum. Namun demikian
faktanya berdasarkan Perbaikan Permohonan Pemohon yang dierima
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggatl 29 Mei 2019, Jam 01.13
WIB, ternyata kuasa hukum Pemohon yang bernama Ibnu Abas Ali, S.H.,
MH., dan Muh. Imam Taufigq R., S.H tidak membubuhkan/tidak
menandatangani kolom tanda tangan dalam Permohonan Pemohon,
sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan
sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) PMK No. 3, maka permochonan
Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
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2.1

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan
perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengarun pada terpilinnya
Pemohon di Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon
dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas dinyatakan

kebenarannya oleh Termohon.

2. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan

dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.

3. Bahwa Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah
memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

4. Bahwa Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran

dalil-dalil Pemohon.

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PEMOHON DI
KABUPATEN HALMAHERA UTARA KELIRU, TIDAK BENAR DAN
MENGADA-ADA

5. Bahwa Pemohon adalah salah satu calon anggota (Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) di Provinsi Maluku Utara dengan Nomor urut 41 yang telah
ditetapkan Pemohon berdasarkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 987/PL.01.8-
Kpt/06/KPU/NV/2019 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN
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UMUM TAHUN 2019 PADA LAMPIRAN [11.32 LEMBAR 3 HAL 2-1.
(Bukti T-001-MALUKU UTARA-DPD-01-32).

Bahwa sebagaimana Penetapan tersebut diatas, Pemohon telah
memperoleh hasil perolehan Suara di Provinsi Maluku Utara sebanyak
32.315 (tiga puluh dua ribu tiga ratus lima belas) Suara. Hal tersebut
sebagaimana dimaksud dalam formulir model MODEL DD1-DPD
NASIONAL (Bukti T-002-MALUKU UTARA-DPD-01-32)

Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan Termohon
menetapkan Jumlah Perolehan Suara yang dimiliki olen Pemohon di
Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 1651 (seribu enam ratus lima
puluh satu) Suara, seharusnya berdasarkan penghitungan perolehan
suara Pemohon adalah sejumlah 12.170 (dua belas ribu seratus tujuh
puluh) suara, sehingga menimbulkan perbedaan suara yang signifikan
dan dapat mempengaruhi hasil perolehan suara Pemilihan Umum
Anggota DPD RI Propinsi Maluku Utara Tahun 2019 (halaman 6).

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang di uraikan Pemohon, karena
Pemohon tidak dapat menjelaskan secara terperinci, jelas dan terang atas
perbedaan terkait dengan perolehan suara yang diperoleh Pemohon
dalam Permohonan, FAKTANYA penghitungan yang diajukan Pemohon
pun sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Permohonan Pemohon pada
Kabupaten Halmahera Utara tidak sesuai/berbeda dengan yang telah
didalilkan Pemohon, yang mana Penghitungan Suara yang didalilkan

Pemohon sejumlah 12.170 {dua belas ribu seratus tujuh puluh)

Suara, namun faktanya setelan Termohon jumlahkan angka pada setiap
Kecamatan ternyata Penghitungan_Perolehan Suara Pemohon dalam

Lampiran pada Kabupaten Haimahera Utara berjumlah 12.222 {dua

belas ribu dua ratus dua puluh dua) Suara. Hal tersebut sebagaimana

diuraikan dalam tabel dibawah ini :
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PENGHITUNGAN
TOTAL PERHITUNGAN
TERMOHON
NO | KECAMATAN | PERHITUNGAN TERMOHON
(SECARA
PEMOHON (MODEL DA1)
MANUAL)
1 | Galela 181 181 107
2 | Tobelo 136 136 117
Tobelo
3 63 63 63
Selatan
4 | Kao 1281 1281 159
5 | Malifut 53 53 65
6 | Loloda Utara 1187 1187 68
7 | Tobelo Utara 134 134 146
Tobelo
8 1338 1338 18
Tengah
9 | Tobelo Timur 7 7 7
10 | Tobelo Barat 864 864 129
11 | Galela Barat 102 102 11
12 | Galela Utara 1465 1465 107
Galela
13 1798 1798 108
Selatan
Loloda
14 1329 1329 31
Kepulauan
Kecamatan
15 1015 1015 40
Kao Utara
Kecamatan
16 1222 1222 337
Kao Barat
Kecamatan
17 47 47 48
Kao Teluk
12.170 12.222 1.651

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon tidaklah konsisten dalam

menentukan dan menguraikan jumlah penghitungan perolehan suara

yang dimiliki Pemohon, sehingga terkesan mengada-ada dan dibuat-buat

dan terkesan asal-asalan. Oleh karenanya, penghitungan perolehan

suara yang telah disajikan oleh Pemohon sebagaimana

lampiran
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10.

11.

Permohonan Pemohon adalah penghitungan vang salah, keliru dan

tidak benar.

Bahwa dengan tidak benarnya penghitungan perolehan suara yang dibuat
Pemohon, dengan demikian penghitungan perolehan suara yang dimitiki
Termohonlah yang benar dan telah sesuai dengan hasil penghitungan
yaitu sejumiah 1651 (seribu enam ratus lima puluh satu) Suara, yang
mana jumlah suara tersebut sebagaimana diuraikan dalam formulir DC1-
DPD (Bukti T-003-MALUKU UTARA-DPD-01-32).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan kepada uraian-uraian tersebut
diatas, maka dalil-dali Pemochon sebagaimana diuraikan di dalam
Permohonan a quo sangatlah tidak benar, keliru dan mengada-ada, oleh
karena itu sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat

diterima.

2.2 PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PEMOHON DI
KABUPATEN HALMAHERA BARAT, HALMAHERA TENGAH, DAN
KABUPATEN KEPULAUAN MOROTAI TIDAK BERDASAR HUKUM,
TiDAK JELAS DAN MENGADA-ADA

12.

13.

Bahwa Pemohon dalam dalii Permohonannya menyatakan hasil
rekapitulasi C1 DPD (TPS) Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera
Tengah dan Kabupaten Kepulauan Morotai Propinsi Maluku Utara juga
mempunyai perbedaan yang sangat signifikan (halaman 6 Permohonan
Pemohon).

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil yang diuraikan Pemohon
dalam Permchonannya, karena Pemohon juga tidak dapat menjelaskan
dengan rinci, jelas dan terang terkait perbedaan-perbedaan atas
penghitungan perolehan suara yang dimaksud. Pemohon juga tidak

menjelaskan perbandingan data sebagaimana dimiliki Pemohon dan
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14.

15.

Termohon dan berapa jumlah perbedaan data tersebut pada Kabupaten
Halmahera Barat, Tengah dan Kabupaten Kepuiauan Morotai.

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang tidak dapat dijelaskan
dengan rinci dan jelas terkait perbedaan penghitungan perolehan suara
tersebut patutlah dianggap tidak benar dan tidak berdasar hukum serta
mengada-ada. Hal tesebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) huruf b angka 4 PMK No. 3, vang mana ketentuan tersebut
menjelaskan bahwa Pokok Permohonan haruslah memuat penjelasan
mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh
Termohon dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Adapun ketentuan tersebut menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 3 Tahun 2018 menjelaskan :

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat :

b. Uraian yang jelas mengenai :

4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai
kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh
Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar
menurut Termohon

Oleh karena itu, dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan
hasil rekapitulasi Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah dan
Kabupaten Kepulauan Morotai Propinsi Maluku Utara tidak berdasar dan
mengada-ada, oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak

atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
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23 TIDAK ADA PENGGELEMBUNGAN (PENAMBAHAN) SUARA YANG
TIDAK PATUT MENURUT HUKUM

16.

17.

Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan telah terbukti
berdasarkan bukti C.1 DPD (TPS) adanya penggelembungan
(penambahan) suara yang tidak patut menurut hukum dibeberapa
Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Tengah dan
Kabupaten Kepulauan Morotai (halaman 9-10 Permohonan Pemohon),
sehingga jumlah penghitungan suara calon-calon anggota DPD lainnya
Tetap, Berubah atau Bertambah, dengan perincian sebagai berikut :

a. Calon nomor 26 Atas Nama HUSAIN ALTIN SJAH, S.E.M.Si
semula 140.316 Menjadi 140.316 suara (Tetap)

b.  Calon nomor 32 Atas Nama Ir. NAMTO ROBA, S.H. Semula 44.608
Menjadi 39.929 Suara

¢. Calon nomor 24 Atas Nama CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si Semula
42.158 Menjadi 40.572 Suara

d.  Calon nomor 40 Atas Nama Hj. SURIATI ARMAIYN Semula 40.998
Menjadi 40.230 Suara

e.  Calon nomor 30 Atas Nama MATHEUS STEFI! PASIMANJEKU S.H
Semula 36.461 Menjadi 31.116

f. Calon Nomor 27 Atas Nama IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M Semula
33.180 Menjadi 29.840 Suara

g. Calon nomor 41 Atas Nama IR. TIATUR SAPTO EDY, M.T Semula
32.315 Suara Menjadi 42.593 Suara

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalili yang diuraikan
Pemohon, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan
rinci terkait penggelembungan (penambahan) suara yang dimaksud
Pemohon serta di wilayah, Desa/Kelurahan, Kecamatan atau daerah
mana terjadinya penggelembungan (penambahan) suara tersebut, serta
Pemohon juga tidak dapat menjelaskan berapa dan dari mana dasar

berkurangnya jumlah suara para calon-calon anggota DPD lainnya,
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18.

sedangkan faktanya Pemohonlah yang salah dan tidak benar dalam
menyajikan data-data, khususnya dalam melakukan Penghitungan dan
Penjumlahan Penghitungan Suara menurut Pemohon serta tidak dapat
menjelaskannya dengan rinci, jelas dan terang atas data-data yang
dilampirkan Pemohon dalam Permohonannya.

Dengan demikian, dengan tidak diuraikan secara jelas dan rinci terkait
adanya Penggelembungan (Penambahan) Suara dimaksud Pemohon,
maka dengan demikian dalil penggelembungan (penambahan) suara
menurut Pemohon tidak berdasar dan tidak patut menurut hukum,
sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya
tidak dapat diterima.

2.4 LAMPIRAN-LAMPIRAN PADA PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS,
TIDAK LENGKAP DAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN ACUAN DALAM
MENYANDINGKAN DATA

19.

Bahwa Pemohon dalam dalii Permohonannya menyatakan “bahwa
berdasarkan perhitungan form C.1 DPD (TPS) Kabupaten Halmahera
Utara (Tabel1.1), Juntho perhitungan C1 DPD (TPS) Kabupaten
Halmahera Tengah, (Tabel 1.2), Juntho perhitungan C1 DPD (TPS)
Kabupaten Halmahera Barat (Tabel 1.3), Juntho perhitungan C1 DPD
(TPS) Kabupaten Kepulauan Morotai (Tabel 1.4). yang keseluruhannya
merupakan Lampiran dalam Permohonan Pemohon terungkap fakta :

a. Calon nomor 26 Atas Nama HUSAIN ALTIN SJAH, S.E M.Si
semula 140.316 Menjadi 140.316 suara (Tetap)

b.  Calon nomor 32 Atas Nama Ir. NAMTO ROBA, S.H. Semula 44.608
Menjadi 39.929 Suara

c.  Calon nomor 24 Atas Nama CHAIDIR DJAFAR, S.E., M.Si Semula
42.158 Menjadi 40.572 Suara

d.  Calon nomor 40 Atas Nama Hj. SURIATI ARMAIYN Semula 40.998
Menjadi 40.230 Suara
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e.  Calon nomor 30 Atas Nama MATHEUS STEFI PASIMANJEKU S.H
Semula 36.461 Menjadi 31.116

f Calon Nomor 27 Atas Nama IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M Semula
33,180 Menjadi 29.840 Suara

g. Calon nomor 41 Atas Nama IR. TIATUR SAPTO EDY, M.T Semula
32.315 Suara Menjadi 42.593 Suara ”.

20. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalit sebagaimana
Pemohon uraikan diatas beserta lampiran-lampiran yang diuraikan
Pemohon (Lampiran 1- Lampiran 4), yang mana Penghitungan Termohon
dalam lampiran-lampiran tersebut sangatlah tidak benar, tidak jelas, tidak
lengkap, mengada-ada dan terkesan tidak serius dalam melakukan
Permohonan ini, karena data-data yang disajikan oleh Pemohon dalam
lampiran sangatlah tidak jelas dan tidak lengkap. Adapun ketidakjelasan
penyajian data dalam lampiran tersebut, sebagai berikut :

KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NO | KECAMATAN DESA KETERANGAN
GALELA Ada kolom tapi tidak ada TPS
1 TOGAWA
SELATAN dan jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
2 | MALIFUT TAHANE
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
3 | TOBELO GAMSUNG ,
ada jumiah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
4 | TOBELO WARI _
ada jumliah suara
5 TOBELO KUPA-KUPA Ada kolom dan TPS tapi tidak
SELATAN SELATAN ada jumlah suara
TOBELO Ada kolom dan TPS tapi tidak
6 PACA
SELATAN ada jumlah suara
TOBELO Ada kolom dan TPS tapi tidak
7 TOMAHALU
SELATAN ada jumlah suara




TOBELO
UTARA

GORUA
SELATAN

Ada kolom dan TPS tapi tidak

ada jumlah suara

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NO | KECAMATAN DESA KETERANGAN
Ada kolom dan TPS tapi tidak
1 | PATANI KIPAI
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
2 | PATANI YEISOWO
ada jumiah suara
Ada kolom dan TPS tapi ada
PATANI _
3 BOBANE JAYA | tulisan (Tidak Jelas) dan tidak
BARAT
ada jumlah suara
PATANI Ada kolom tapi tidak ada TPS
4 NURSIFA
TIMUR dan jumlah suara
. PATANI TEPELEO Ada Kolom dan pada TPS 4
UTARA BATUDUA tertulis (#H#)
SENOF Ada kolom tapi tidak ada TPS
6 | PULAU GEBE
KACEPO dan jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
7 | WEDA FIDY JAYA )
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
8 | WEDA WERE
ada jumlah suara
WEDA Ada kolom dan TPS tapi tidak
9 KOBE
TENGAH ada jumlah suara
WEDA Ada kolom dan TPS tapi tidak
10 KULO JAYA
TENGAH ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi ada
WEDA LILIEF _
11 tulisan (Tidak Jeias) dan tidak
TENGAH WAIBULAN
ada jumiah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
12 | WEDA UTARA | FRITU

ada jumlah suara
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KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO | KECAMATAN DESA KETERANGAN
Ada kolom dan TPS tapi tidak
1 | SAHUTIMUR | AKE TOLA
ada jumiah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
2 | SAHUTIMUR | IDAMG .
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
3 | SAHUTIMUR | LOCE _
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
4 | SAHU BALISOANG
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
5 | SAHU GOLO
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
6 | SAHU TACIM
ada jumlah suara
ROPU TENGAH | Ada kolom dan TPS tapi tidak
7 | SAHU
BALU ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
8 |LOLODA BANTOLI
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
9 | LOLODA BARATAKU _
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
10 | LOLODA BILOTO
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
11 | LOLODA GAMKEHE
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
12 | LOLODA JANO
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
13 | LOLODA TOLOFUO
ada jumlah suara
JAILOLO Ada kolom dan TPS tapi tidak
14 AKE ARA
SELATAN ada jumlah suara
15 JAILOLO BANGKIT Ada kolom dan TPS tapi tidak
SELATAN RAHMAT ada jumiah suara
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JAILOLO

Ada kolom dan TPS tapi tidak

16 BIAMAAHI
SELATAN ada jumlah suara
JAILOLO Ada kolom dan TPS tapi tidak
17 BRAHA
SELATAN ada jumlah suara
JAILOLO Ada kolom dan TPS tapi tidak
18 DOMATO
SELATAN ada jumlah suara
JAILOLO Ada kolom dan TPS tapi tidak
19 SUKA DAMAI
SELATAN ada jumiah suara
20 JAILOLO SIDANGOLI Ada kolom dan TPS tapi tidak
SELATAN DEHE ada jumlah suara
JAILOLO Ada kolom dan TPS tapi tidak
21 TATALEKA
SELATAN ada jumlah suara
JAILOLO Ada kolom dan TPS tapi tidak
22 TONIKU
SELATAN ada jumlah suara
JAILOLO Ada kolom dan TPS tapi tidak
23 TUGU RACI _
SELATAN ada jumlah suara
24 | JAILOLO ACANGO Di kolom TPS tertulis (ULO)
Ada kolom dan TPS tapi tidak
25 | JAILOLO AKE DIRI _
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
26 | JAILOLO LOLORY _
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
27 | JAILOLO PATANG
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
28 | JAILOLO PAYO _
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
29 | JAILOLO PORNITY .
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
30 | JAILOLO SARIA
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
31 | JAILOLO SOAKONORA _
ada jumlah suara
32 | JAILOLO TEDENG Ada kolom dan TPS tapi tidak
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ada jumlah suara

Ada kotom dan TPS tapi tidak

33 | JAILOLO TODOWANGI
ada jumiah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
34 | JAILOLO TUADA _
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
35 | JAILOLO ULO .
ada jumiah suara
Ada kolom tapi tidak ada TPS
36 | JAILOLO TAURO _
dan jumiah suara
Ada kolom tapi tidak ada TPS
37 | JAILOLO IDAM DEHE .
dan jumiah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
38 | IBU UTARA ARU JAYA ,
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
39 | IBU SELATAN | ADU
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
40 | IBU SELATAN | BATAKA
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
41 | IBU SELATAN | GAMSIDA
ada jumiah suara
NGOLO- Ada kolom dan TPS tapi tidak
42 | IBU SELATAN
NGOLO ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
43 | IBU SELATAN | SARAU _
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
44 | IBU SELATAN | TOBELOS
ada jumlah suara
Ada kolom dan TPS tapi tidak
45 | {BU SELATAN | TUGU AER
ada jumlah suara
TANGUTI Ada kolom dan TPS tapi tidak
46 | IBU

SUNGI

ada jumlah suara
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KABUPATEN PULAU MOROTAI
NO | KECAMATAN DESA KETERANGAN
MOROTAI o
Ada kolom dan TPS tapi tidak
1 | SELATAN LEO-LEO )
ada jumlah suara

BARAT

MOROTAI Ada kolom dan TPS tapi tidak
2 MIRA

TIMUR ada jumlah suara

MOROTAI Ada kolom dan TPS tapi tidak
3 SANGOWO

TIMUR ada jumlah suara

MOROTAI Ada kolom dan TPS tapi tidak
4 BIDO

UTARA ada jumlah suara
5 MOROTAI GORUA Ada kolom dan TPS tapi tidak

UTARA SELATAN ada jumiah suara

MOROTAI Ada kolom dan TPS tapi tidak
6 SABATAI TUA

SELATAN ada jumlah suara

MOROTAI Ada kolom dan TPS tapi tidak
7 TOTODYO

SELATAN ada jumlah suara

21. Bahwa berdasarkan uraian pada tabel diatas, Termohon menilai adanya

ketidakseriusan Pemohon dalam mengajukan Permohonan dan terkesan
main-main, karena data-data yang disajikan Pemohon dalam Lampiran
sangatlah membingungkan dan Termohon menilai data-datayang

disajikan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan
Penghitungan apalagi penyandingan data dengan Termohon. Bagaimana
Pemohon dapat mengatakan adanya kesalahan penghitungan suara,
sedangkan Termohon sendiri tidak dapat menguraikan dan menyajikan
data dan memberi kepastian atas nilai, angka dan jumlahnya. Oleh
karenanya Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis untuk
mengenyampingkan lampiran-lampiran sebagaimana Pemohon lampirkan
dalam Permohonannya sebagai acuan dalam Penghitungan Suara

Pemohon.
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22.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dalil
Permohonan Pemohon tersebut tidak jelas, tidak lengkap dan tidak dapat
dijadikan acuan dalam menyandingkan data, sehingga Permohonan
Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan atau setidak-ttdaknya

tidak dapat diterima.

2.5 PEMOHON TIDAK PERNAH MENGAJUKAN KEBERATAN-KEBERATAN
ATAS PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TERMOHON PADA
TINGKAT KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA DAN PROPINSI

23.

24,

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara perseorangan
calon anggota DPD dalam Pemilu dilakukan secara berjenjang, mulai
tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Nasional. Hal
tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi
Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil
Pengitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum
(“PKPU No. 4 Tahun 2019”).

PKPU No. 4 Tahun 2019 menjelaskan :

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu di dalam
negeri dilfakukan secara berjenjang sebagai berikut :

a. Kecamatan,

b. Kabupaten/Kota
c. Provinsi; dan

d. Nasional.

Bahwa Pelaksanaan Pemiiu dari penghitungannya hingga penetapannya
telah diatur dan didesign sedemikian rupa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan serta dilakukan secara bertahap dan berjenjang,
bahkan juga diatur mengenai tahapan dan tata cara dalam melakukan
keberatan apabila ada kesalahan-kesalalahan dan pelanggaran-
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25.

pelanggaran administrasi yang terjadi dalam proses dan rekapitulasi
penghitungan perolehan suara dan keseluruhannya dituangkan dalam
berita acara, sertifikat dan formulir-formulir yang telah ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan khususnya terkait dengan Pemilu.

Bahwa proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Termohon di
Provinsi Maluku dilakukan secara berjenjang baik dari tingkat TPS &
Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten bahkan hingga tingkat Provinsi
atas kesalahan atau kejadian-kejadian khusus yang terjadi saat
dilakukannya Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara atau
hasil Penghitungan Perclehan Suara Pemohon sebagaimana ditentukan
dalam peraturan yaitu formulir Model C2, DA2, DB2, DC2 yang dimiliki
Termohon. Dengan tidak diajukannya keberatan oleh Pemchon sesuai
dengan jenjang penghitungan suara, maka permohonan Pemohon tidak
memenuhi Pasal 388 ayat (2) UU PEMILU jo. Pasal 18 ayat (1) huruf f,
Pasal 18 ayat (2) huruf f, Pasal 46 ayat (1) huruf e & g, dan Pasal 62 ayat
(1} huruf d & f PKPU No. 4 Tahun 2019 yang menjelaskan,sebagai
berikut:

Pasal 388 ayat (2) UU PEMILU

(2) Peserta Pemilu, dan warga masyarakat melalui saksi Peserta
Pemilu atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwasiu LN/Pengawas
TPS yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya
penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat
hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 18 ayat (1) huruf f PKPU No. 4 Tahun 2019 menjelaskan :

(1) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan

langkah sebagai berikut :




f.  membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus
dalam pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara di
TPS yang tertuang dalam formulir Model C2-KPU pada pada
saat  rekapitulasi  ditingkat  Kecamatan dan  status
penyelesaiannya.

Pasal 18 ayat (2) huruf f PKPU No. 4 Tahun 2019 menjelaskan :

(1) PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan
fangkah sebagai berikut :

f. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan
rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat
Kecamatan dalam formulir Model DA2-KPU

Pasal 46 ayat (1) huruf e & g PKPU No. 4 Tahun 2019 menjelaskan :

(1) KPU/KIP  Kabupaten/Kota  melakukan  Rekapitulasi  Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut :

e. membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus
dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
ditingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-
KPU pada saat proses rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota dan
status penyelesaiannya.

g. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten/Kota dalam formulir Model! DB2-KPU
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Pasal 62 ayat (1) huruf d & f PKPU No. 4 Tahun 2019 menjelaskan :

(1}  KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dengan langkah sebagai berikut :

d. membacakan keberatan saksi dan/atau catatan kejadian khusus
dalam pefaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
ditingkat Kabupaten/Kota yang tertuang dalam formulir Model
DB2-KPU pada saat proses rekapitulasi ditingkat Provinsi dan
status penyelesaiannya.

f. membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat
Provinsi dalam formulir Mode! DC2-KPU

26. Bahwa dengan adanya ketentuan sebagaimana diuraikan diatas,
seharusnya Pemohon terlebih dahulu melakukan keberatan-keberatan
dalam setiap jenjang dalam rekapitulasi penghitungan Suara apabila
adanya kesalahan, kecurangan atau pelanggaran-peianggaran,
sedangkan faktanya pada proses rekapitulasi penghitungan Suara
Pemohon di Kecamatan hingga Provinsi Pemohon tidak pernah atau tidak
sama sekali melakukan keberatan-keberatan tersebut, hal tersebut
sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Termohon di Tingkat
Provinsi MALUKU UTARA, Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak
pernah melakukan keberatan-keberatan atas hasil atau Rekapitulasi
Perolehan Suara Pemohon (Bukti T-00... DC2)

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Termohon di_Tingkat
Kabupaten HALMAHERA UTARA, Pemohon dan/atau Saksi Pemohon

tidak pernah melakukan keberatan-keberatan atas hasil atau Rekapitulasi

Perolehan Suara Pemohon, yang mana keberatan Pemohon tidak juga
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dilakukan pada tingkat Kecamatan sebagaimana diuraikan sebagai
berikut :

a. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan GALELA
Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan.

b. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TOBELO
Pemohon dan/fatau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan.

c. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TOBELO
SELATAN Pemohon danfatau Saksi Pemohon tidak pernah
melakukan keberatan-keberatan.

d. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan KAO
Pemohon danfatau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan,

e. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan MALIFUT
Pemohon danfatau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan.

f. Rekapitulasi Penghitungan Peroclehan Suara di Kecamatan |.OLODA
UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan.

g. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TOBELO
UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

h. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TOBELO
TENGAH Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

I. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TOBELO
TIMUR Pemohon danf/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

i Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TOBELC
BARAT Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan

keberatan-keberatan




k. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan GALELA
BARAT Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

| Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan GALELA
UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

m. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan GALELA
SELATAN Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah
melakukan keberatan-keberatan

n. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan LOLODA
KEPULAUAN Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah
melakukan keberatan-keberatan

0. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan KAQ
UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

p. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan KAQ
BARAT Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

q. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan TELUK
Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

Rekapitutasi Penghitungan Perolehan Suara Termohon di_ Tingkat
Kabupaten HALMAHERA BARAT, Pemohon dan/atau Saksi Pemohon
tidak pernah melakukan keberatan-keberatan atas hasil atau Rekapitulasi
Perolehan Suara Pemohon, yang mana keberatan Pemohon tidak juga
dilakukan pada tingkat Kecamatan sebagaimana diuraikan sebagai
berikut :

a. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan SAHU
TIMUR Pemochon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan

keberatan-keberatan
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b. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan SAHU
Pemohon danfatau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

c. Rekapitulasi Penghitungan Peroiehan Suara di Kecamatan JAILOLO
SELATAN Pemohon danfatau Saksi Pemchon tidak pernah
melakukan keberatan-keberatan

d. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan JAILOLO
Pemohon danfatau Saksi Pemchon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

e. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan LOLODA
Pemohon danfatau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

f.  Rekapitutasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan IBU
UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

g. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan IBU
Pemohon danfatau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

h. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan [BU
SELATAN Pemohon danfatau Saksi Pemohon tidak pernah
melakukan keberatan-keberatan.

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Termohon di_Tingkat
Kabupaten HALMAHERA TENGAH, Pemohon dan/atau Saksi Pemohon
tidak pernah melakukan keberatan-keberatan atas hasil atau Rekapitulasi

Perolehan Suara Pemohon, yang mana keberatan Pemohon tidak juga
dilakukan pada tingkat Kecamatan sebagaimana diuraikan sebagai
berikut :

a. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan PATANI

Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-

keberatan




b. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan PATANI
BARAT Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

c. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan PATANI
TIMUR Pemohon danfatau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

d. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan PATANI
UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

e. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan PULAU
GEBE Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

f. Rekapitulasi Penghitungan Peroiehan Suara di Kecamatan WEDA
Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan keberatan-
keberatan

g. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan WEDA
SELATAN Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

h. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan WEDA
TENGAH Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

i. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan WEDA
TIMUR Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

). Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan WEDA
UTARA Pemohon danf/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Termohon di Tingkat
Kabupaten PULAU MOROTAI, Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak

pernah melakukan keberatan-keberatan atas hasil atau Rekapitulasi

Perolehan Suara Pemohon, yang mana keberatan Pemohon tidak juga
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27.

dilakukan pada tingkat Kecamatan sebagaimana diuraikan sebagai
berikut :

a. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan MORQOTAI
SELATAN BARAT Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah
melakukan keberatan-keberatan

b. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan MOROTAI
TIMUR Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

c. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan MOROTAI
UTARA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

d. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan MORQOTAI
SELATAN Pemohon danfatau Saksi Pemohon tidak pernah
meiakukan keberatan-keberatan

e. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan MOROTAI
JAYA Pemohon dan/atau Saksi Pemohon tidak pernah melakukan
keberatan-keberatan

Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah memeriksa, mengadili dan
memutus perkara yang serupa dengan dalil Permohonan yang diajukan
Pemohon sebagaimana Putusan Perkara No. 049/PHPU A-1/2014
dengan amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
Adapun pertimbangan Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut :

“Menimbang dalam permohonannya Pemohon mendalitkan telah
kehilangan perolehan suara di daerah Pemilihan (i} Kabupaten Takalar
(i) Kabupaten Gowa (iii} Kabupaten Janeponto (iv) Kota Makasar (v)
Kabupaten Maros (vi) Sinjai (vii} Pinrang (viii) Polmas (ix) Sidrap (x} Wajo
(xi) Luwu (xif) Mamasa akibat adanya mark up suara khususnya di
Kabupaten Takalar pada calon anggota DPD No. 4 yang mengakibatkan
Pemohon tidak terpilih sebagai Anggota DPD Sulawesi Selatan. Akan
tetapi terhadap hasil penghitungan suara ternyata Pemohon tidak
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28.

mengajukan keberatan sesuai dengan fenjang perhitungan suara
sehingga permohonan ini tidak memenuhi Pasal 96 ayat (8), Pasal 97
ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan
Pasal 101 ayat (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon atas perhitungan suara
hasil pemilihan umum tersebut belum dilakukan berdasarkan ketentuan
vang berlaku dan harus berdasarkan putusan rapat pleno KPU, yang
disertai dengan Berita Acara dan Sertifikat Perhitungan suara setelah
melfalui pembetulan seketika pada saat keberatan diterima oleh KPU,
seperti diatur pasal 98 ayat 4 dan pasal 99 ayat 5 Undang-undang Nomor
12 tahun 2003 tentang Pemilu.”

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas membuat
semakin jelas dan terang benderang bahwa hasil Penghitungan
Perolehan Suara yang dilakukan Termohon telah benar dan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena Pemohon
dalam setiap tahapan dan jenjang tidak pernah melakukan keberatan-
keberatan dalam setiap proses rekapitulasi penghitungan suara dalam
tiap tahapan, sehingga dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon haruslah
ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.6 LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMOHON TERHADAP
TERMOHON DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
REPUBLIK INDONESIA TIDAK DITERIMA

29.

Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya menyatakan bahwa
Pemohon telah mengajukan keberatan saat rekapitulasi penghitungan
perolehan suara di tingkat Nasional melalui saksi Sdr. Ibrahim M. Hi Gafur
yang diterima oleh salah satu Komisioner Termohon yaitu Bapak Viryan
Aziz, namun tidak ditanggapi dengan cukup dan layak dan kemudian
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30.

31.

32.

Pemohon mengajukan laporan pelanggaran administrasi ke Bawaslu Rl
(halaman 10 Permohonan).

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon bahwa Pemohon tidak
ditanggapi dengan cukup dan layak saat mengajukan keberatan, bahwa
faktanya justru sebaliknya Termohon telah memfasilitasi Pemohon
dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam melakukan keberatan saat rekapitulasi penghitungan
suara di tingkat Nasional, yang mana Termohon telah diberikan haknya
melalui Saksi Termohon untuk mengajukan keberatan saat rekapitulasi
penghitungan suara di tingkat Nasional, hal tersebut sebagaimana
dibuktikan dengan adanya formulir Model DD2-KPU yang telah di isi dan
ditandatangani saksi Pemohon.

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon
telah melakukan Pelanggaran Administrasi sehingga dilaporkan Pemohon
di Badan Pengawas Pemiihan Umum (Bawaslu). Bahwa faktanya laporan
Pemohon atas pelanggaran administrasi tersebut tidaklah terbukti dan
tidak diterima sebagaimana Putusan Pendahuluan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
39/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dimana Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia menetapkan sebagai berikut :

a. Menyatakan Laporan Tidak Diterima
b. Menyatakan Laporan tidak ditindakianjuti dengan sidang Pemeriksaan

Bahwa dengan adanya Putusan Bawaslu tersebut semakin membuat
jelas dan terang, bahwa tidak adanya pelanggaran administrasi yang
dilakukan oleh Termohon, karena Termohon telah menjalankan dan
melaksanakan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalil-dalil Permochonan
Pemohon dalam Permohonannya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya

tidak dapat diterima.
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2.7 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN - PROVINSI
MALUKU UTARA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara menurut
Termohon disertai kontra alat bukti dengan permohonan yang diajukan oleh
Pemohon hanya pada Kabupaten Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara
yang diwakili secara iengkap dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut :

2.7.1. KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON

Nama Calon Peroliehan Suara

No. Pemohon | Selisih
Anggota DPD Termohon
Ir. Tjatur Sapto
1. 1651 12.170 10.519
Edy. M.T

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas,
menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di
Halmahera Utara sebanyak 10.519 (sepuluh ribu lima ratus
sembilan belas ) Suara adalah tidak benar (Bukti T-004-
MALUKU UTARA-DPD-01-32),

2. Bahwa lebih jauh lagi Penghitungan Perolehan Suara Termohon,
juga telah disandingkan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara
Termohon pada 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten
Halmahera Utara, diantaranya, sebagai berikut :
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PEROLEHAN SUARA

NO. KECAMATAN MENURUT BUKTI
PEMOHON | TERMOHON
Kecamatan
1 181 107
Galela
Kecamatan
2 136 117
Tobetlo
Kecamatan
3 83 63
Tobelo Selatan
BUKTI
4 | Kecamatan Kao 1281 159
T-005
Kecamatan BUKTI
5 53 57
Malifut T-006
Kecamatan
6 1187 68
Loloda Utara
Kecamatan
7 134 146
Tobelo Utara
Kecamatan
8 1338 18
Tobelo Tengah
Kecamatan
9 , 7 7
Tobelo Timur
Kecamatan
10 864 129
Tobelo Barat
Kecamatan
11 102 101
Galela Barat
Kecamatan
12 1465 107
Galela Utara
Kecamatan
13 1798 108
Galela Selatan
Kecamatan
14 1328 31
Loloda Kepulauan
15 | Kecamatan Kao 1015 40




PEROLEHAN SUARA
NO. KECAMATAN MENURUT BUKTI
PEMOHON | TERMOHON
Utara
Kecamatan Kao
16 1222 337
Barat
Kecamatan Kao
17 47 48
Teluk
Jumlah 12.170 1.651
3. Bahwa berdasarkan tabel diatas, dengan demikian hasi

rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Termohonlah yang

telah benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara

di setiap Kecamatan pada Kabupaten Maluku Utara yaitu sejumlah

1651 (seribu enam ratus lima puiuh satu).

4. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon

Anggota DPD lain di Kabupaten Halmahera Utara adalah tidak

benar, sehingga dalil Permchonan Pemohon haruslah ditolak atau

setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.7.2 KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Tabel 2 PERSANDINGAN

PEROLEHAN

TERMOHON DAN PEMOHON

SUARA MENURUT

Nama Calon Perolehan Suara »
No Pemohon | Selisih
Anggota DPD Termohon
1. | Ir. Tjatur Sapto Edy.
MT 1176 981 + 195
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Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas,

menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1.

Bahwa berdasarkan Tabel 2 di atas, dalil Pemohon atas terjadinya
pengurangan perolehan suara Termohon di Kabupaten Halmahera
Barat adalah tidak benar, yang mana Faktanya berdasarkan hasil
rekapitulasi perolehan suara Termohon, jumlah suara Termohon
lebih besar dari Penghitungan Perolehan Suara Pemohon yaitu
sejumlah 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) Suara,
sedangkan Pemohon mendalilkan sejumlah 981 (sembilan ratus
delapan puluh satu) Suara, sehingga berdasarkan penghitungan
perolehan suara Termohon, Pemohon lebih diuntungkan dari yang

didalilkan Pemohon.

Bahwa lebih jauh lagi Penghitungan Perolehan Suara Termohon,
juga telah disandingkan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara
Termohon pada 8 (delapan) Kecamatan Kabupaten Halmahera

Barat, diantaranya sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA
ALAT
NO. | KECAMATAN MENURUT
BUKTI
PEMOHON | TERMOHON
Kecamatan
1 62 63 -
Sahu Timur
2 Kecamatan -
30 33
Sahu
3 Kecamatan -
234 350
Jailolo Selatan
4 Kecamatan -
190 233
Jailolo
5 Kecamatan -
144 145

Loloda




PEROLEHAN SUARA

ALAT
NO. {| KECAMATAN MENURUT
BUKTI
PEMOHON | TERMOHON
6 | Kecamatan Ibu -
165 165
Utara
Kecamatan Ibu 109 110 -
Kecamatan Ibu -
47 77
Selatan
Jumlah 981 1.176

4  Bahwa berdasarkan tabel diatas, dengan demikian hasil
rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Termohonlah yang
telah benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara
di setiap Kecamatan pada Kabupaten Halmahera Barat Provinsi
Maluku Utara yaitu sejumiah 1176 (seribu seratus tujuh puluh
enam), dengan demikian dalil Permchonan Pemohon tidakiah
benar sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.7.3. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON

Perolehan
Nama Calon L
No. Suara Pemohon | Selisih
Anggota DPD
Termohon
Ir. Tjatur Sapto
1. 689 662 + 27
Edy. M.T

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas,

menurut Termohon adalah sebagai berikut :




Bahwa tidak adanya pengurangan perolehan suara Termohon di
Kabupaten Halmahera Tengah, faktanya justru adanya kelebihan
Suara Pemohon sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Suara
dibandingkan dengan penghitungan perolehan Suara Pemohon.
Dengan demikian dalil pemochon atas pengurangan suara
Pemohon adalah tidak benar.

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di

Kabupaten Halmahera Tengah adalah tidak benar

Bahwa berdasarkan tabel diatas, dengan demikian hasil
rekapitulast Perolehan Penghitungan Suara Termohonlah yang
telah benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara
di setiap Kecamatan pada Kabupaten Halmahera tengah Provinsi
Maluku Utara yaitu sejumlah 689 (enam ratus delapan puluh
sembilan), dengan demikian dalil Permohonan Pemohon tidaklah
benar sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2.7.4 KABUPATEN KEPULAUAN MOROTAI

Tab

el 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON

\ Nama Calon Perolehan . h Selisih
o. emohon | Selisi
Anggota DPD Suara
Termohon
Ir. Tjatur Sapto Edy.
1. T 284 276 +8

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perbedaan suara di atas,

menurut Termohon adalah sebagai berikut :
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1.

Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Termohon di
Kabupaten Morotai adalah tidak benar, faktanya jumlah
penghitungan suara Termohon jauh lebih besar dari jumlah
penghitungan suara Pemohon vyaitu sebesar 284 (dua ratus
delapan puluh empat,

Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
pada 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Morotai,
sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA
NO.! KECAMATAN MENURUT

PEMOHON | TERMOHON

ALAT
BUKTI

1 Kecamatan

Morotai Selatan 37 30
Barat
2 Kecamatan
- 30 28
Morotai Timur
3 | Kecamatan
49 49
Morotai Utara
4 | Kecamatan
. 116 133
Morotai Selatan
5 Kecamatan
‘ 44 44
Morotai Jaya
Jumiah 276 284

Bahwa berdasarkan tabel diatas, dengan demikian hasil
rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara Termohonlah yang
telah benar dan sesuai dengan hasil rekapitulasi perolehan suara
di setiap Kecamatan pada Kabupaten Morotai Provinsi Maluku
Utara yaitu sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) suara,
dengan demikian dalil Permohonan Pemochon tidaklah benar
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sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-
tidaknya tidak dapat diterima.

2.8.PEROLEHAN SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara menurut Termohon secara lengkap dalam tabel ini di bawah
ini pada seiuruh Kabupaten/Kota di Provinsi yang dimohonkan, sesuai dengan

tabel sebagai berikut:

Tabel 5 PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DI SELURUH
KABUPATEN - PROVINSI MALUKU UTARA

PEROLEHAN
NAMA ANGGOTA
NO. SUARA PEMOHON | SELISIH
CALON DPD
TERMOHON
Husain Alting Sjah,
1. 140.316 140.316 0
SE., MM
2. | Ir. Namto Roba, SH 44608 39929 4679
Chaidir Djafar, SE.,
3. 42158 40572 1586
M.Si
4. | Hj. Suriati Armaiyn 40998 40230 768

Matheus Stefi
5. 36461 31116 5345
Pasimanjeku, SH

Ikbai Hi. Djabid, S.E.,
6. MM 33180 29840 3340

Ir. Tjatur Sapto Edy.
7. T 32315 42593 -10278




PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon
memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/N/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan
Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakiian Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019 dan
Lampiran Keputusan No. 135/PL.01.8-BA/O6/KPUN/2019;

3. Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi
Maluku Utara yang benar adalah sebagai berikut :

Perolehan
Perolehan Suara Calon ]
No Suara Pemohon Selisih
DPD
Termohon
Husain Alting Sjah, SE.,
1. 140.316 140.316 -
MM
Ir. Namto Roba, SH 44608 39929 4679
Chaidir Djafar, SE., M.Si 42158 40572 1586
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4. | Hj. Suriati Armaiyn 40998 40230 768

Matheus Stefi

5. 36461 31116 5345
Pasimanjeku, SH
Ikbal Hi. Djabid, S.E., MM 33180 29840 3340
Ir. Tjatur Sapto Edy. M.T 32315 42593 -10278

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon

Rio Rachmat Effendi, S.H. Lena, S.H, M.H.

KW

Ya dul Rahmat Mahmud, S.H., M.H. Dr (Cand), Fedhli Faisal, S.H., M.H.

v

am Nasef, S.H., M.H. Hendra Parulian, S.H.

ﬂ
_ "u
Maher Syalal H. Pakpahan, S.H., CPL Yahya Tulus Nami, S.H.
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Lammargsi

thaloho, S.H.

4

Jelferik Sitanggang, S.H.
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